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Abstract

ft is not something strange to find that a constMon of iaw vaiidated in the society is
rejected by any element of society in implementing it because the material content is
unmatched with societalinterestand itis farfrom thesocietaljust'ce, even it tends toelitist
Therefore, itneed to think on theprocess ofsocietalparticipation in crea^ng the constitu
tion on laws.

Pendahuluan

Pembentukan undang-undang merupakan indlvidu-individu manusia dengan segala
bagian dari aktivitas dalam mengatur dimensinya,^ sehingga merancang dan
masyarakat^ yang merupakan gabungan dari membentuk undang-undang adalah merupakan

'Tulisan in! pemah dsampaikan dalam "Diskusi Tertiatas dalam Rangka Pengembangan Badan Legisiasi"
kefjasama Badan Legisiasi DPR Rl, UNDP, dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang
dlselenggarakan pada tanggal27-28Juni 2002diHotel Santika Yogyakarta.

^Satjipto Rahardjo, "Penyusunan Undang-undang yang Demokratis," makalah seminar Mencari Model
Ideal Penyusunan Undang-undangyangDemokra^sde^am KonggresAsosiasi Sosiologi Hukum Indonesia,
Fakultas Hukum, Undip, Semarang, tanggal 15- 16April 1998, him. 3. Sementaraitu bertaiian dengan
"masyarakat"dapat dipahami sebagai "anyassociation ofhuman being" yaitu berbagai pengelompokan tentang
kehidupan manusia. yang seoaraumum dapatberujud dalam tiga hal yaitu: pertama, pengelompokan keluarga
tempat manusia lahirdan dibesarkan; kedua, pengelompokan cB mana seseorang dipaksa untuk berkompetisi
guna mendapatkan keuntungan sosial dan ekonomi seperti serikat-serikat dagang ataukelompok-kelompok
profeslonal; dan ketiga, pengelompokan sukarela [voluntaryj seperti kelompok-kelompok keagamaan. Tiga
pengelompokan masyarakat lersebut berada dalam wadah yang dinamakan negara, dandengan demlkian
maka negara dilihat dari perspektif poiitik adalah "asociety politically organised". Lihat C.F. Strong dalam Polidca}
Modem Constitution, Edition Rrst,(London: E.LB.S. Published, 1966), him. 4.

3Dimensi-dimensi manusia yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang adalah bahwa
manusia itu adalah makhluk mono-dualls jiwa-raga, mono-dualis individu-sosial, mono-dualis pribadi mandiri-
makhluk Tuhan. Lihat Damarcfati Supadjar, "Mencari Model Penyusunan Undang-undang yang Demokratis,"
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suatu pekerjaan yang sulit/ Kesulitan ini
terletak pada kenyataan bahwa kegiatan
pembentukan undang-undang adalah suatu
bentuk komunikasi antara lembaga yang
menetapkan yaitu pemegang kekuasaan
legislatif dengan pembacanya yaitu rakyat
dalam suatu negara.® Dalam proses pemben
tukan undang-undang ini, di dalamnya
terdapat IransformasI visi, misi dan niiai yang.
diinginkan oleh iembaga pembentuk undang-
undang dengan masyarakat daiam suatu
bentuk aturanhukum. Dengan demikian, sejak
proses perancangan telah dituntut agar
perundang-undangan yang dlhasiikan mampu
memenuhi berbaga! kebutuhan sebagai
berikut pertama, mampu untuk dilaksanakan;
kedua, mampu untuk ditegakkan, efektif, efisien,
konsisten; dan ketiga, sesual dengan prlnsip-
prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-
hak sasaran yang diatur.® Seiain berbagai
kesulitan tersebut, pembentuk undang-undang

berpacu dengan dinamika perkembangan
masyarakat yang terus berubah sejaian
dengan nilai-niiai yang dianggap balk oleh
masyarakat. Dengan kata lain, pembentukan
undang-undang sebagai bagian dari proses
pembentukan sistem hukum yang lebih iuas
tidakiah statis, tetapi mengalami dinamika
perubahan.'

Sebagainegarayangsedang berkembang,
Indonesia teiah lama merasakan kesulitan

dalam pembentukan undang-undang. Kesulitan
ini lebih dirasakan oleh bangsa Indonesia,
karena sekarang negara tengah menghadapi
problem sosial seoara mendasar pada
permasaiahan struktural dan kulturai yang
mult! dimensi.® Padahai pembentukan undang-
undang ini—sekarangdan dlmasayang akan
datang— akan terus mengalami peningkatan
sebagai respon atas tuntutan masyarakat
seiring dengan bertambah kompleksnya
perkembangan dan kondisi masyarakat®

makalah dalam seminar MencarfWode/ Idea! Penyusunan Undang-undangyangDemokratisddlamKonggres
Asosiasi Sosioiogl Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Undip, Semarang, tangg'al 15-16 April 1998. him. 4- 5.

*!rawan Soejito, TeknikMembuat Undang-undang, Cetakan Kelima, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),
him. 3.

®PlenaAndre Cote,The IntetpretaHon ofieglslaiioninCanada, 2ndEdition, (Quebeec: LesEdtionsWon
Baiais, Inc., 1991), him. 4

®Jouma/Volume9, Issue 2, Start Page 149-159, ISSN 13600834, "Legislative Technique as Basisofa
Legislative Drafting SystemInformation &Communications Technology Law,'Abindon, Jun 2000, him. 2.

'Laurence M. Friedman, The LegalSystem, ASocial Sc/encePerspec&Ve(NewYork:Rusei Sage
Foundation, 1975), him. 269.Lihat pulaFiona Patfield and Robin White, TheChanging LaH'(London and New
York: UecesterUniversity Press, Liecester, 1990), him. I.

®Permasaiahan struktural adalah permasaiahan yangtimbui dalamhidup bermasyarakat, berbangsadan
bemegara yang disebabkan oleh keberadaan tatanan strukturcrganisasi ketatanegaraan dalampenyelenggaraan
pemerintahan, balk menyangkut kewenangan, tugas maupun penerapan dari kewenangan yangdimilikinya.
Sedangkan permasaiahan kulturai adalahpermasaiahan yangditimbuikan dari kondisi sosial masyarakat, balk
yang t>erupa kemisklnan yangtinggi, pendidkanyangrendahmaupun kesadaranhukum yangrendahpula.

^K^utuhan akansuatuundang-undang dalam suatu negaramodem yangtelahmemunculkan bert^gai
kompleksitas permasaiahanyangdihadapinya, sebagaiperbandingan dapat dikemukakan contohnya adalah
TheFederalParliamentAustralia yangtelah meloioskan 1162Actsdalamtahun1960 an dan 1684Actsdalam
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Sebagainegarayang telahmemilih prinsip
demokrasi dan dipadukan dengan prinsip
negara hukum, Indonesia akan menata tertib
hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara menggunakan
aturan hukum yang demokratis. Dengan kata
lain, bangsa Indonesia akan membangun
tatanan kehidupan bersama dalam wadah
negara Indonesia yang demokratis dan
dldasarkan pada aturanhukum. Artlnya bangsa
Indonesia akanmeletakkan prinsip demokrasi
dan prinsip hukum sebagai suatu slnergi yang
saling bersimblose-mutualistik dalam mewu-
judkan adanya national legal order^^ yang
demokratis dalam negara Oleh karena itu,
keberadaan undang-undang yang merupakan
sub sistem darl sistem hukum nasional—

menempati peran yang penting dalam rangka
pembangunan sistem hukum nasional dalam
suatu negara.

Dalam rangkamembentuk negara sebagai
tertib hukum nasional Ini, perlu dilakukan
perbaikan tata cara pembentukan undang-
undang yang partlsipatif. Pada masa Orde
Lama dan Orde Baru proses pembentukan
undang-undang sebaglan besar dilakukan
seoarasepihak oleh penguasatanpa meiibatkan
masyarakat luas. Atas dasarkenyataan tersebut,
maka proses pembentukan undang-undang di
era reformasi inl perlu dilakukan seoara

partlsipatif dengan meiibatkan masyarakat
agar dihasllkan undang-undang yang diterima
oleh masyarakat luas,tidak hanyaditerima oleh
legislator saja.^^ Partlsipasi masyarakatdalam
proses pembangunan —termasuk di bidang
pembentukan undang-undang Ini— telah
menjadi Issue penting dalam konteks global
dewasa Inl.

iBertalian dengan pembentukan undang-
undang yang partlsipatif inl, dl dalamnya
mengandung dua makna yaltu proses dan
substansl. Periama, bahwa proses atau
mekanisme dalam pembentukan undang-
undang harus dilakukan seoara transparan
sehingga masyarakat dapat berpartlslpasl
memberlkan masukan-masukan dalam

mengatur suatu persoalan. Kedua, bahwa
substansl materi yang akan diatur harus
ditujukan bag! kepentlngan masyarakat luas
sehingga menghasilkan suatu undang-undang
yang demokratis. Dengan demiklan antara
transparansl, partislpasi dan demokratlsasi
dalam pembentukan undang-undang
merupakan satu kesatuan yang utuh dan
tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara
demokrasi. Apabila pembentukan undang-
undang telah melalui proses partlsipatif,
tranparan dan demokratis, maka pada
gllirannya diharapkan undang-undang yang
dihasilkannya akan diterima oleh masyarakat
luas dengan penuh kesadaran.

tahun 1970-an. Dan pembentukan undang-undang Inl masih akan terns berlangsung dalam tahun-tahun
mendatang. Lihat Roman Tomasic, Legislation andSocietyinAustralia{Australia: TheLaw Foundation ofNew
SoulhWales, 1979), padabagian Preface danhim. 9.

" Hans Kelsen. General Theory ofLaw andState(New York: Russel &Russel ADivision ofAlheneum
Publisher, Inc., 1961), him. 181.

"Terence Ingman,r/jeEng/ZshLega/Process (London: Blackstone PressLimited, 1983), him. 181.
"Gary Craig and Maijorie Mayo (Editor), Community Empowerment AReader in Partidpation and

Development (London &New Jersy: Zed Books Ltd., 1995), him. 1.



Tuntutan partisipatif perlu dilakukan agar
warga masyarakatyang akan terkena sebagai
objek dari suatu undang-undang dapat
memberikan sumbangan pikirannya berupa
materi-maleri muatan yang akan dialurnya.
Keterlibatan masyarakat ini penting mengingat
pada akhirnya masyarakat juga yang akan
menerima dampak dengan dikeluarkannya
suatu undang-undang. Dengan demikian
proses pembentukan undang-undang akan
terjadi suatu prosesyang bu/fom up. Artinya,
masyarakat yang terkait langsung dengan
kehadiran suatuundang-undang, akan merasa
ikut mslahirkan undang-undang melalui
berbagai keterlibatan dalam bentuk masukan-
masukan yang diberikannya. Mesklpun
partisipasl in! bukan jamlnan batiwa suatu
undang-undang yang dihasiikannya akan
dapat berlaku effektif di masyarakat, tetapi
langkah yang ditemputi oleh lembaga legislatif
dalam setiap pembentukan undang-undang,
setidak-tldaknya dapat ditiarapkan undang-
undang akan lebih diterimadan berlaku effektif
di masyarakat.

Sejarah legislatif di tanah alr.pernah
mencatal kenyataan pahit berupa ditoiaknya

RUU Penangguiangan Keadaah Bahaya (RUU
PKB) yang telah diproses melalui prosedur dan
tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. RUU PKB ini berkaitan
dengan pengaturan masaiah negara dalam
keadaan batiaya, suatu undang-undang yang
akan diberlakukan manakala negara dalam
keadaan darurat khusus, miiiter maupun
darurat perang. Akan tetapi, undang-undang
ini gagai disahkan dan tidak diundangkan oleh
Presiden karena terdapat sekeiompok
masyarakat terutama mahaslwa dankelompok
profesional yang menolak dengan keras
kehadiran RUU PKB tersebut. Penolakan RUU

PKB oleh sekeiompok mahasiswa dan
kelompok profesional ini menjadi peiajaran
yang sangat berharga bagi proses pemben
tukan undang-undang, agarprosespartisipatif
dari masyarakat yang akan dikenai suatu
undang-undang diperhatikan oleh pembentuk
undang-undang."

Sementara itu tuntutan transparansi
dalam proses pembentukan undang-undang
perlu dilakukan agar undang-undang yang
dihasiikannya dapatdiketahui oleh masyarakat
iuas sejak awal proses persiapan dan

"Gelombang perlawanantertiadapdibahasnyaRUUpolitik, Kamis(9/9),beiunjukrasamenuju Gedung
DPR menyatakan penolakan terhadap RUU Penangguiangan Keadaan Bahaya. Pada dasamya penolakan
ini karena kekhawatiran akan teijadnya militerisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Uhat harian Kompas,
Makin Gencar, Aksi Menantang RUU Keselamatan Negara, harian Kompas, Jum'at, 10-09-1999, him. 1. Uhat
pula harian Kompas, Bentrok Unjuk Rasa Mahasiswa Menentang Keselamatan dan Keamanan Negara yang
telah diubah namanya menjadi RUU Penangguiangan Keadaan Bahaya, semakin gencar. Sekltar 1000
mahasiswa, kaiangan profesional, dan aktivis paital menentang RUU Keadaan Bahaya, harian Kompas, Sabtu,
11-09-1999, him. 1. Uhat pula harian Kompas, Dalam RUU Penangguiangan Keadaan Bahaya K^ebasan
Pers HarusTetapTeiiamln, harian Kompas, Selasa, 14-09-1999, him. 15. Belajardaripengalaman penolakan
RUU PKB yang telah dlsetujui DPR tetapi tidak dsahkan dan diundangkan oleh Presiden inilah, maka dalam
Amandemen Kedua UUD1945 tahun 2000 telah ditegaskan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa"Dalam
hai rancangan undang-undang yang telah dlsetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu
tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut dsetujui, rancangan undang-undang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan". Uhat Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
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pembahasannya. Proses pembentukan
undang-undang yang tidak dilakukan secara
transparan, akan berdampak kurang baik bag!
masyarakat.

Dalam sejarah ketatanegaraan, Presiden
bersama-sama DPR pernah mengeluarkan
Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang
Lalu-lintas danAngkutan Jalan Raya. Kehadiran
undang-undang ini membuat masyarakat
terkejut olehadanya sanksiyang dirasa terlalu
berat bagi pelanggar ketentuan undang-
undang ini. Keterkejutan masyarakat Ini disebab-
kan karena proses pembentukan Undang-
undang tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan
Raya ini tidak dilakukan secara transparan
kepada masyarakat luas. Dalam kasus pem
bentukan undang-undang Ini keputusan
diambil secara sepihakoleh lembaga legislatif
tanpa melibatkan masyarakat luas. Dengan
demikian dalam proses pembentukan
Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tidak ada
masukan-masukan baik dari masyarakat
maupun lembaga-lembaga di luar pemerintah
lainnya."

Selanjutnya masalah demokratisasi
dalam proses pembentukan undang-undang
bertalian dengan logika pemikiran yang
sederhana bahwa undang-undang dalam

suatu negarayangdemokratis tentu tidak akan
keluar dari kepentingan orang banyak. Artinya
bahwa adanya suatu undang-undang harus
dapat memberikan ketenangan dan jaminan
bagi kepentingan hidup masyarakat luas.
Sebab, rakyat melalui sarana pemillhan umum
telah memberikan kepercayaannya kepada
wakilnya yang duduk di DPR. DPR inilah
bersama-sama dengan Presiden —suatu
lembaga yang konstitusional memegang
kekuasaan legislatif— mengatur masyarakat
melaiui berbagai undang-undang yang telah
dikeluarkannya. Oleh karena itu, secara teoritik
undang-undang yang dihasilkan oleh
lembaga legislatif, seharusnya diterima oleh
masyarakat luas karena kepentingannya
tertampung dalam proses pembentukan
undang-undang.

Dalam sejarah perjalanan bangsa yang
diperankan oleh Orde Baru selama 32 tahun
dan akhirnya tumbang olehgerakan reformasi
1998, tampak bahwa berbagai undang-
undang hanya dipakai sebagai justifikasi bagi
kapentingan-kepentingan politik oleh seke-
lompck orang yang berkuasa. Hal ini berarti
bahwa undang-undang tidak responsif
terhadap nasib masyarakat luas, tetapi lebih
bersifatkonservatif dan ortodoksdalamrangka
mempertahankan status quo pemerintah.^®

^^Sebenamya prosespenyusunan UU Lalu Lintas danAngkutan JalanRaya{UU LLAJR) tidak digarap
secara terburu-bunj, karenaRUUnya telahdajukan olehpemerintah tanggal 24 Mei 1991, kemudian dibahas
diOPRdanakhimya sampai disahkanolehPresidenbulanMei 1992. Jadisecara teoritis, mustinya norma
hukumyangdituangkan dalam UU itu sudahdlpikirkan secaramatang oleh pemerintah dan DPR. Akan tetapi
toh reaksi keras tetap bermunculan^ Reaksi itu muncul bukan padasaatdisahkan Presiden, tetapi ketlka seorang
Kepala Kantor Wilayah Perhubungan d JawaBarat, AS Sunandhi, mengingatkan bahwa UU LAJR akan mulai
beriaku 17September1992, sehinggamasyarakatdiharapkan mulai bersiapdlri. Hebatnya yangkagetbukan
cumamasyarakat, tapijugabeberapaanggota DPRsendri maupun pejabatpemerintah, yangseolah merasa
"kecoiongan". LIhat Kompas, Tajuk Rencana,Undang-undang Lalu Lintas dan Reaksi-reaksi Yang Muncul,
Kompas, Selasa, 21-07-1992, him. 4.

"Moh. Mahfud MD, PoliUkHukum diIndonesia, CetakanPertama,(Jakarta; LP3ES, 1998), him. 15.



Dampak dari adanya undang-undang yang
konservatif dan ortodoks ini diberikan reaksi
keras oleh masyarakat luas karena kepen-
tingannya terabaikan.

' Sebagaimana diketahui, gerakan reformasi
yang lalu pada mulanya menuntut dicabutnya
seperangkat perundang-undangan di bidang
politik produk Orde Baru yaitu: Undang-undang
Pemilihan Umum, Undang-undang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD,
Undang-undang Partai Politik dan Golongan
Karya, Undang-undang Referendum dan
Undang-undang Pemerintahan di Daerah."
Kehadiran berbagai undang-undang tersebut
ditolak oleh masyarakat karena lebih merupakan
kepanjangan tangan pemerintah dalam upaya
mempertahankan kekuasaan dengah berlindung
dibalik faham konstitusionalisme. Kondisi ini
menjadi sangat aneh dan ganjii, mengingat
daiam suatu negara demokrasi, mekanisme
hukum seharusnya berjaian dari rakyat, oleh
rakyat, untuk rakyat dan ditegakkan oleh rakyat.
Dengan demikian tentunya tidak akan terjadi
gejolak masyarakat yang menoiak kehadiran
berbagai undang-undang hasil karya dari
iembaga iegislatif.

Akibat yang ditimbuikan' dengan adanya
berbagai undang-undang yang konservatifdan

tidak demokratis Ini ternyata sangatmendasar
bagi tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Hampir tidak dapat
dipercaya kaiau pemerintahan Orde Baru
yang telah berkuasa seiama 32 tahun dengan
cengkeraman otoritarian serta berbagai
perangkat perundang-undangan yang telah
disiapkannya, akhirnya tumbang oleh gerakan
moral yang bersumberkan pada keadiian dan
nurani masyarakat. Semuamengetahui bahwa
daiam menuju proses demokratisasi yang
diawaii dengan gerakan reformasi harus
dibayar mahal daiam berbagai tatanan
kehidupan di segaia-bidang. iniiah akibatyang
harus ditanggung bersama oleh segenap
iapisan masyarakatyang disebabkan oleh ulah
sekelompok orang dengan menggunakan
sarana undang-undang sebagai aiat untuk
meraih kekuasaan. Dengan kata lain proses
pembentukan undang-undang di masa Orde
Baru telah gagai daiam mempertanggung-
jawabkan kepadapubiik guna menuju proses
perubahan sosiai yang tertib, damai dan
berkesinambungan. Akan tetapi justeru yang
terjadi adalah krisis muiti dimensi yang sampai
awai 2003 belum juga tampak akan tanda-
tanda penyeiesaiannya. Oieh karena itu,
pertanggungjawaban daiam pembentukan

Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa Universitas Indonesia kembali bedangsung di area Kampus Ui
Depok, Kamis (26/2). Seperti juga aksi k^rihatinan yang diiakukan ikatan Alumni Universitas Indonesia (lluni)
sehari sebelumnya di Salemba Ui, aksl unjuk rasa mahasiswa kali ini menuntut diaksanakannya reformasi di
bidang politik dan ekonomi dalam mengatasi krisis yang melanda Indonesia. Lihat harian Kompas, Mahasiswa
GeiarAksi Keprihatinan, harian Kompas, Jum'at, 27-02-1998, him. 3. Lihat pula harian Kompas, Aksi
Keprihatinan Mahasiswa Berianjutdi Berbagai Kampus, harian Kompas. Rabu, 11 —03-1998, him. 3. Lihat
puia harian Kompas, Mahasiswa Ui Serahkan Dokumen Reformasi Politik, Belasan Ribu'Mahasiswa UGM
Adakan Aksi Keprihatinan, harian Kompas, Jum'at, 06 -03-1998, him. 3. Lihat puia harian Kompas, Aksi
Keprihatinan Mahasiswa Diwamai Bentrokan, harian Kompas, Kamis, 12-03-1998, him. 3. Uhatpula harian
Kompas, Presiden Soeharto: Mengubah UU Politik Tak Semudah Mengucapkannya, harian Kompas, Selasa,
14-04-1998, him. 3.
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undang-undang ini panting mengingat Indo
nesia adalah sebagai suatu negara demokrasi
yang berdasarkan atas hukum; Dengan
demikian prinsip demokrasi yang secara
sederhana dikatakanpemerintahandari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat tercermin juga
dalam proses pembentukan undang-undang.

Berbagai kenyataan yang telah diung-
kapkan.di atas, tampaknya tidak terlepas dari
konfigurasi politik di masa Orde Baru yang
bukan demokratis-karena lebih menonjoikan
langgam otoritarian, sehingga.keputusan-
keputusan bidang iegislasi lebih banyak
diwarnai oleh yisi politik pemerintah."
Perwujudan dalam mengatur perancangan
perundang-undangan dalam konfigurasi yang
otoritarian ini adalah'dikeluarkannya Instruksi
Pr.esiden No. 15 tahun 1970 yang tidak
memberikan tempat bagi adanya partisipasi
masyarakat. Seianjutnya memasuki era
reformasi, instruksi Presiden ini telah diganti
dengan Keputusan Presiden No. 188 Tahun
1998, tetapi di daiamnya juga tidak secara
tegas harus melibatkan partisipasi masyarakat
dalam proses perancangan perundang-
undangan.^® Demikian puia dalam Surat
Keputusan DPR No. 03A/DPR R!/l/2aOO-2001
tentang Peraturan Tata Tertib DPR R1 belum
memberikan tempat bagi rnasyarakat luas

dalam proses pembentukan undang-undang."
Menyadari akan adanya berbagai keiemahan
tersebut, maka Badan Legisiasi DPR bertekad
akan memperbaiki mekanisme pembahasan
RUU balk meialui RUU Tata Care Pemben

tukan PeraturanPerundang-undangan maupun
Peraturan Tata Tertib DPR.^®

Dengan melihat pada proses pembentukan
undang-undang yang telah diperankan oleh
Orde Baru tersebut, maka pada masa transisi
yangdiperankan oleh Era Reformasi sekarang
ini, harus dapat mengamt^il hikmah dan
pelajaran yang balk dari kegagalan masa lalu
dalam proses pembentukan undang-undang.
Pemerintahan transisi harus mampu mem
berikan warna yang berbeda dajam proses
pembentukan undang-undang. Teriebih lag!
sekarang ini euforia politik sedang terjadi di
segaia aspek kehidupan, maka daiam hai
pembentukan undang-undang pun harus
dilakukan terobosan dengan mengacu kepada
adanya transparansi, partisipatif dan demo-
kratisasl.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka
persoalan yang akan muncul adalah bagaimana
mewujudkan proses pembentukan undang-
undang yang transparan, partisipatif dan
demokratis? Sebab, permasalahan ini pasti
akan berbenturan dengan kewenangan

"Moh.Mahfud MD, op.cit., him. 375.
'®Lihat Instruksi PresidenNo. 15Tahun 1970dan Keputusan PresidenNo. 188Tahun 1998yangsama-

samamengatur tentang tatacaramempersiapkan rancanganperaturari perundang-undangan.
. "Uhat Babtentang Pembentukan Undang-undang SuratKeputusan DPR No. C3A/DPR RI/l/2000-2001.

Seianjutnyadalam Pasal 22AUUD1945 masalah tatacara pembentukan undang-undang ini akan daturlebih
lanjut dengan undang-undang, akan tetapi hingga awal 2003 ini baru sampai tahap penyelesaian tentang RUU
nyabalkyang diajukan olehPemerintah maupun dari OPR.

^Marian Kompas, 22-1- 2003



konstitusional yang diberikan kepada Presiden
dan DPR sebagaj lembaga legislatif dalam
UUD1945. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal
20ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UUD 1945 yang
telah diamandemen mengatur secara tegas
tentang kewenangan pembentukan undang-
undang sebagal berikut:

Pasal 5 ayat (1) menentukan:
"Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat."
Pasal 20 ayat (1), (2), (3). (4) dan (5)

menentukan:

Ayat(1):
"Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk undang-undang"

Ayat{2):
"Setiap rancangan undang-undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden . untuk mendapat

' persetujuan, bersama"
Ayat (3):

"Jika rancangan undang-undang tidak
mendapat persetujuan bersama,
rancangan undang-undang itu tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu"

Ayat (4):
"Presiden mengesahkan rancangan
undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang"
dan

Ayat (5):
"Dalam hal rancangan undang-undang
yangtelah disetujui bersamatersebuttidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga
puluh harl semenjak rancangan undang-

undang undang-undang tersebut
disetujui, rancangan undang-undang
tersebut sah dan menjadi undang-
undang". '̂
Atas dasar pasal-pasal tersebut jelas

bahwa kekuasaan legislatif (pembentuk
undang-undang) menurut UUD 1945dilakukan
oleh dua organ sekaligus secara bersama-
sama yaltu Presiden dan DPR, meskipun
tekanannya dlletakkan pada DPR. Presiden
bertindak sebagai organ yang akan melak-
sanakan undang-undang, sedangkan DPR
yang keanggotaannya diisi melalui pemilihan
umum bertindak dalam kapasitas sebagai
wakil rakyat yang akan menyuarakan aspirasi
rakyat. Apakah keterwakilan rakyat melalui
DPR yang diisi melalui pemilihan umum
tersebut tidak cukup representatif dalam
proses pembentukan undang-undang?
Apabila rakyat tetap akan dilibatkan dalam
proses pembentukan undang-undang, maka
permasalahan yang muncul adalah sejauh
mana transparansi, partisipatifdandemokratlsasi
dapat diterima dalam proses pembentukan
undang-undang?

Sejumlah pertanyaan di atas, tampaknya
tidak mudah untuk dicarikan penyelesaiannya.
Sebab, ketlka pembentuk undang-undang
tidak tranparan, partisipatif dan demokratis -
sebagaimana diperankan oleh Orde Baru—
pada akhirnya masyarakat menggugatnya
melalui gerakan reformasi. Akan tetapl ketlka
proses pembentukan undang-undang pintu
transparansi, partisipatif dan demokratlsasi
dibuka selebar-lebarnya, maka tentu akan
menggeser kewenangan konstitusional yang
telah diberikan oleh UUD 1945. Artinya,

2« UUD 1945danAmandemennya (Pabeian, Surakarta, 2000), him. 65- 73.
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Presiden dan DPR sebagai pemegang
kekuasaan legislatif akan .tertandingi dalam
proses pembentukan undang-undang. Sudah
barang tentu transparansi, partisipatif dan
demokratisasi yang terlalu luas Inipun tidak
akan memberikan hasil yang positif bagi
pembangunan kelembagaan yang secara for
mal diatur dalam UUD 1945.

Oieh karena Itu, perlu dicarlkan jalan
pemecahan yang sebaik-baiknya, yang dapat
menjamin dan melindungi antara kepentingan
kelembagaan dan kepentingan transparansi,
partisipatif dan demokratisasi dalam proses
pembentukan undang-undang. Sebab, tanpa
adanya penataan yang seimbang antara
kepentingan kelembagaan dan tranparansi,
partisipaOfdan demokratisasi, undang-undang
yang dihasilkan akan tetap pincang. Hasii yang
dioapalnya tidak akan dapat secara optimal
menampung berbagai kepentingan yang
secara riil ada daiam tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan mengacu pada pemaparan
masalah di muka, terdapat tiga rumusan
permasalatian pokok yang dapat diajukan dalam
tuiisan ini: pertama, bagaimana partisipasi
masyarakat daiam proses' pembentukan
undang-undang di Indonesia pada masa Orde
Baru dan Era Reformasi? Kedua, bagaimana
proses pembentukan undang-undang yang
melibatkan partisipasi masyarakat di indonesia
setilngga melahirkan undang-undang yang

partisipatif? Ketiga, apakah syarat-syarat yang
dlperlukan sehingga partisipasi masyarakatdalam
proses pembentukan undang-undang dapat
dipertimbangkan dan diterima oleh lembaga
legislatif?

Dengan meiihat pada berbagai permasa-
lahan tersebut, maka permasalahan daiam
tuiisan ini terletak dalam disiplin ilmu hukum
khususnya ilmu pengetahuan perundang-
undangan," yaitu ilmu pengetahuan inter-
disipliner tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan. Ilmu pengetahuan
perundang-undangan ini dibagi dalam tebri
perundang-undangan dan ilmu perundang-
undangan. Teori perundang-undangan bersifat
kognitif berorientasi kepada menjeiaskan dan
menjernihkan pemahaman. Sedangkan Ilmu
perundang-undangan bersifat normatif
berorientasi kepada melakukan perbuatan
pengaturan yang masih dibagi lag! dalam
proses perundang-undangan, metoda
perundang-undangan dan teknik perundang-
undangan.^ Keberadaan ilmu perundang-
undangan sebagai suatu cabang disipiin ilmu
hukum rnemang masih muda" apabila
dibandingkan dengan cabang ilmu hukum
lainnya seperti ilmu hukum tata negara, ilmu
hukum admlnistrasi negara dan Iain-lain. Oleh
karena itu, tidak mengherankan jika keberadaan
ilmu perundang-undangan ini masih menj'adi
wacana perdebatan sebagai suatu disipiin
iimu yang telah memenuhi objek, metode

"A. Hamid S Attamimi,Teori Perundang-undangan indonesia: SuatuSisI ilmu Pengetahuan Perundang-
undangan Indonesia yang Menjeiaskan dan Menjernihkan Pemahaman," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru
BesarTetap PadaFakuitas Hukum Unh/ersitas Indonesia, Jakarta, 1992, him. 21.

"/h/d.

"Abdurrahman, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan, Cetakan I, (Bandung: Citra
AdityaBakti, 1995), him, 173.



penyelidikan, sistimatisasi dan universalitasnya. Cita-cita pembentukan hukum nasional
Atas dasar telaah pemahaman unsur-unsur yang akan berfungsi untuk menyebarkan dan
keilmuan tersebut, maka terdapat pula memelihara suatu alokasl nilai-nilai yang oleh
pendapat yang melihat persoalan perundang- masyarakat dirasa benar,^® telah lahir tumbuh
undangan lebih tepat ditempatkan sebagai dan berkembang semenjak berdirinya Negara
teori perundang-undangan.2® Teriepas dari Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dengan
adanya perbedaan pendapat tersebut kemerdekaan, bangsa Indonesia akan
masalah perundang-undangan akan semakin melakukan perubahan sosial melalui tatanan
diperlukan di masa-masa yang akan datang hukum nasional yang sejalan dengan jiwa,
seiring dengan perkembangan masyarakat. semangat dan alam kemerdekaan. '̂ Pemben-
Oleh karena itu, kajian terhadap persoalan tukan tatanan hukum nasional ini akan
perundang-undangan ini perlu terus dilakukan diwujudkan dalam berbagal peraturan
untuk membangun landasan yang kuat dalam perundang-undangan dan harus tetap berada
mengembangkan pengetahuan yang bertalian dalam bingkai landasan konstituslona! DUD
dengan perundang-undangan. 1945.^®

Bertalian dengan peraturan perundang-

Idealita Pembentukan Peraturan undangan inL dalam UUD 1945 telah dimuat
Perundang-undangan sendi-sendi dasarnya yaitu sendi kerakyatanuiiuanydii (demokrasi).^^ negara berdasar atas hukum®®

^Rosjidi Ranggawic^aja, Pengantarllmu Perundang-undangan Indonesia, Cetakan I, (Bandung: Mandar
Maju,1998),hlm.13-20.

^®Lawrence M. Friedman,op.ot., him. 17.
"Sebagai konsekuensi logis dari Proklamasi, padasaatitu muiai berdri tatahukum baru, yaitu Tata Hukum

Indoinesia dengan Proklamasi tersebut sebagai °tindakan pertama" atau"ketentuan pertama" atau"norma
pertama" atau dapatjuga dsebutsebagai "ketentuan pangkarnya. Lihat Joeniarto, SelayangPandang Tentang
Sumber-sumberHukum Tata Negaradilndonesia, Ctk. IV, (Yogyakarta: Liberty, 1983), him. 19.

^ Dengan adanya gerakan mahasiswa 1998 yang melahirkan era refcmiasi, telah merubah tatanan
secara mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indoneasia. Hal ini dapat dilihat pada Perubahan UUD
1945yang sampai dengan tahun 2002 telah mengalami empatkali Perubahanyakni Penfcahan Pertama 1999,
Perubahan Kedua2000, Pembahan Ket!ga2001 danPerubahan Keempat2002.

"Gagasandemckrasi yang diperjuangkan sejak masa perjuangan sebelum Indonesia merdeka adalah
yang sesuai dengan Indonesia sendiri, yang tentu saja bertieda dengan Barat yangberlatar filsafat indvidualisme,
liberalisme dan kapitalisme. Tetap! dengan mengkritik individualisme, tidak serta merta menjadikan mereka
terposisikan dalam Marxismeyang merupakananti tesis atasindividualisme-liberalisme dan kapitalisme. Tokoh-
tokoh bangsa ketika itu menghendaki sifat kerakyatan yang asli, danyang diidialkan adalah justru paham
kolektlvisme. Lihat Jimly Asshiddqe, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konst'tusI danPelaksanaannyadi
Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: IkhtiarBamVan Hoeve, 1994), him. 30-31.

Negara hukum atauyang lebih tepatadalah negara yang berdasar atashukum ini merupakan genus
begrip, sedangkan sebagai species begrip kons^ negara hukum ini mempunya lima macam yaitu: nomokrasi
Islam, tfte/u/e oflaw, re^tsstaat, socialist legalitydan negara hukum Pancasila. Lihat MTahir/^ary, Negara
Hukum: SuatuStudi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari SegiHukum Islam, ImplementasinyapadaPeriode

10 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 1 - 27



Saifudin. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan ...

dengan konstitusi sebagai hukum dasar
tertinggi (konstitusionalisme). '̂ Dengan
demikian peraturan perundang-undangan yang
akan digunakan untuk mengatur kehidupan
bersama dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus dituangkan dalam
sistem konstitusionallsme yang berada di
dalam konsepsi negara hukum yang demokratis
atau negarademokrasi yang berdasarkan atas
hukum. '̂ Di sin! tampak jelas sekali adanya
keterkaitan konsepsi demokrasi, negara hukum
dan konstitusionallsme yang harus menjadi
pedoman. dalam membuat undang-undang.
Oleh karena itu, uraian selanjutnya akan
menyajikan pemikiran-pemikiran yang berta-
lian dengan konsep demokrasi, demokrasi
elitis, demokrasi partislpatoris, partisipasi,
negara hukum, konstitusi dan undang-undang.

1. Konsep Demokrasi

Sebagaimana telah diketahui kata
demokrasi (democracy) berasai dari dua akar
kata bahasa Yunani Kunoyaitu "demos', rakyat
dan "krateiif, pemerintahan; jadi demokrasi

berarti pemerintahan oleh rakyat. Di Athena,
kata demokrasi digunakan untuk menunjuk
pada "governmentby theman/ (pemerintahan
oleh orang banyak), sebagai iawan dari 'gov
ernment by the fev/° (pemerintahan oleh
sekelompokorang). Dengan kata lain "demokrasi'
dalam pengertian yang agak lengkap dapat
diberikan rumusan sebagai berikut:

"a system of governmentin which those
who have authority to make decisions (that
have the force of law) acquire and retain
this autbority either directly orindirectly as
theresultofwinning freeelections inwhich
the great majority ofadultcitizens are al
lowed toparticipate." ^
Dari rumusan di atas, kiranya dapat

diberikan pemahaman terhadap suatu negara
yang menganut sistem demokrasi yaitu:
pertama, demokrasi adaiah suatu sistem
pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur
atau eiemen-elemen yang saling terkait dan
tidak dapat dipisahkan. Kedua, orang-orang
yang memegang kekuasaan atas nama
demokrasi dapat mengambil keputusan untuk
menetapkan dan menegakkan hukum. Ketiga,

Negara Madinah dan Masa Kini, Ctk. Pertama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), him. 63.
Bagir Manan, "Dasar-dasar Konstituslonal Peraturan Perundang-undangan Nasional," dsajikan daiam

pendidikan singkat Kajian Perundang-undangan untukpara pengajarFakultas Hukum seSumatera, yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, tanggal 11 -18 Oktober 1993, him. 9-11.

^Dlnamika pemikiran mer^enai kons^pemiklran negara yangberdasaratashukum dari negara kerakyatan
(demokrasi) in! sudah berlangsung sejak dari jamanYunani dan Romawi Kuno. Lihat Jimly Asshiddlqle, op. dt,
him. 11. Lihat juga Moh. Kusnardi dan Bintan RSaragih, llmu Negara. Ctk. Ketiga, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 1995), him. 184. BancSngkan dengan Miriam Budiarr^o yang melihat demokrasi dari "demos" berarti
rakyat dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan /berkuasa, sehingga demokrasi t)erarti "rakyat berkuasa"
atau "government or rule by the people." Atas dasarperumusan tersebut Miriam Budiardjo melihat adanya
berbagai macam demokrasi yaitu: Demokrasi Konstitusionai, Demokrasi Pariementer, Demokrasi Terpimpin,
Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional dsb. Lihat Miriam Bucian:|o,
Dasar-dasarllmu Politik, Ctk. Vlli, (Jakarta: Gramedia, 1983), him. 50.

''James MacGregor Bums atall, GovernmentBy The People, Thirteenth Altemate Edition, (New Jersey:
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989), him. 3.
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kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk
aturan hukum tersebut diperoleh dan diperta-
hankan melalui pemilihan umum yang bebas
dan diikuti oleh sebagian besar warga negara
dewasa dan suatu negara. Berdasarkan pada
tiga ciri-ciri.umum tersebut, maka suatu
negara demokrasi mempunyai tiga pema-
haman utama yang- meliputi hakekat,
proses.dan fujuan daridemokrasi.^Dengan kata
lain demokrasi adaiah sistem pemerintahan
yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk
mengatur kehidupan bersama atas dasar
aturan hukum yang berpihak pada rakyat
banyak. Jadi, sangat tepat kiranya demokrasi
diberikan rumusan yang singkat, padat dan
populair sebagai "a government of thepeople,
by thepeople, for thepeople

Atasdasar pemahamari tentangdemokrasi
sebagaimana dikemukakan secara singkat di
atas, maka pilihan terhadap.negara demokrasi
sudah barang tentu mempunyai konsekuensi-
konsekuensi yang harus diperhatikan.
Konsekuensi-konsekuensi ini akan memberi-

kan kesempatan kepada rakyat selaku warga
negara untuk melakukan hak dan kewajiban
poiitiknya dalam bernegara. Sebab, dengan
demokrasi akan memberikan kesempatan-
kesempatan untuk, pertama, partisipasi yang
efektif; kedua, persamaan dalam memberikan

suara; ketiga, mendapatkan pemahaman
yang Jernih; keempat, meiaksanakan
pengawasan akhir terhadap agenda; kelima,
penoakupan orang dewasa.^® Adanya
konsekuensi-konsekuensi ini akan memberi

kan ukuran-ukuran dalam melihat berbagai
negara yang mengklaim sebagai negara
demokrasi. Dengan kata iain, ketikakesempatan-
kesempatan yang merupakan konsekuensi dari
ukuran umum negara demokrasi ini tidak
dijaiankan, maka negara tersebut tidak dapat
dikuaiifikasikan sebagai negara demokrasi.

Dari awal keiahirannya pada masa Yunani
Kuno usia demokrasi teiah berjaian sekitar
2500 tahun, dan dalam parkembangannya
teiah mengalami dua kali bentuk transformasi
demokrasi yaitu: -pertama, transformasi
demokrasi negara kota di Yunani dan Roma
Kuno pada abadkeVSM sertabeberapa negara
kota di italia pada masa Abad Pertengahan.
Kedua, transformasi yang terjadi dari demo
krasi negara kota menjadi kedalam demokrasi
kawasan bangsa, negara, atau negara
nasionai yang luas. '̂

Adanya dua bentuk transformasi tersebut,
teiah mengubah tatanan secara mendasar
bentuk demokrasi sebagai akibat terjadinya
perpindahan dari negara kota ke negara
bangsa. Robert A Dahi mengemukakan

^ Bandingkan dengan Samuei PHuntington yang melihat demokrasi dalam tiga pendekatan umum yaitu:
pertama, sumber wewenang bagi pemerintah; kedua, tujuan yang diiayani oleh pemerintah; danketiga,
proseduruntuk membentuk pemerintahan. Uhal Samuel PHuntington dalam: Gelombahg Demokratisasi Ketiga,
Peneijemah Asril Maijohan, Ctk. Kedua, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 1995). him. 4.

^Harris G.Warrenatall, OurDemocmcyatWofk, (USA Printice Hall, inc., EnglewoodCliffs, 1963), him.2.
Dalam hal ini RobertADahl mengemukakan bahwa 'Democracyprovides opportunities for 1.effective

part'cipation; 2. equalityinvoting; 3.gaining enlightened understanding; 4. exercising final control over the
agenda; 5. inclusion ofadultd". Lihat Robert ADahl, Democracy, (USA Yale University Press, 1998), him. 38.

"RobertADahl, Demokrasi danParaPengkriSknya. Jiiidli, Oiterjemahkan oieh ARahman Zainuddin,
Edsi Pertama,(Jakarta: Yayasan OborIndonesia, 1992), him. 3-4.
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adanya delapan akibat yang ditimbulkan
adanya penerapan demokrasi pada wilayah
negara bangsa yang luas. Akibat-akibat ini
adalah perwakilan, perluasan yang tidak
terbatas, batas-batas demokrasi parlisipatlf,
keanekaragaman, konfllk, poiiarki, piuralisme
sosial &organisasional dan .perluasan hak-
hak pribadi.^® Oleh karena itu bentuk dan
susunan negarademokrasi padamasaYunani
Kuno sangat berbeda dengan bentuk dan
susunan negara demokrasi pada jaman
sekarang.

Pada negara kota bentuk demokrasinya
dilakukan secara langsung, yaitu rakyat
berkumpul dl suatu tempat yang dinamakan
ecclesia^ untuk memecahkan secara langsung
masaiah yang muncul secara bersama-sama.
Oleh karena Itu demokrasi dl negara kota pada
masaYunani Kuno dikenal pula sebagal
demokrasi partlslpatif^ dan tIdak mengenal
lembaga perwakilan. Sedangkan untuk
negara bangsa dengan wilayah negara yang
luas adalah sulit atau bahkan tidak mungkin
untuk mempraktekkan model demokrasi

langsung."*^ Pada negara-negara modern
dikembangkan mode! demokrasi tidak lang
sung melalul lembaga perwakilan.Oleh
karena itu lembaga perwakilan inl memegang
peranan yang penting dalam, menatajalannya
roda pemerlntahan bagi negara demokrasi
modern, walaupun pada mulanya keberadaan
lembaga perwakilan bukan dimaksudkan
sebagai perangkat sistem demokrasi. Inllah
perbedaan secara mendasar antara negara
kota dengan negara bangsa dalam proses
penyelenggaraan pemerlntahan. Praktek
demokrasi pada negara-negara kota —
sebagaimana telah dlkemukakan dl atas—tidak
terdapat lembaga penA/akllan, sebab demokrasi
menjadi pertemuan warga kota untuk membahas
masaiah secarabersama-sama. Jadi, dilihat dari
asal lahlrnya demokrasi, penggunaan Istilah
demokrasi perwakilan menjadi sesuatu yang
kontradlktif,^ dan lahimya lembaga perw^lan
leblh merupakan akibat dari adanya sistem
feodal."''

Mesklpun demlklan, keberadaan lembaga
perwakilan dalam demokrasi modern adalah

^Ibid., him. 7-14.
^ Moh. KusnardI dan Blntan RSaragih, op. cit,him. 85.

Robert ADahl, Perihal Demokrasi: Menjelajahl Teori dan Praktek Secara Slngkat, Peneijemah A
Rahman Zainuddin, Edisi Pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), him. 16.

Dalam situasi negara modem sekarang Inl, memang beberapa persoalan maslh dapat dilakukan dengan
menyertakan pelibatan rakyat secara langsung seperti pemlllhan preslden, referendum terhadap suatu k^ljakan
pemerlntahan. Akan tetapl mengingat jumlah penduduk suatu negara cukup banyak dan persoalan yang
semakin kompleks dihadapi dalam kehidupan twrmasama suatu masyarakat, maka semua persoalan tersebut
tanpaknya tetap memerlukan sistem perwakilan dalam suatu negara.

^ '̂Blntan RSaragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Ctk. Pertama, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988), him. 79.

"RobertA. Dahl, Perihal ...op. cit, him. 130.
"A.F. Pollard dalam bukunya The Evolution of Parliament sebagaimana dikutip oleh Blntan RSaragih

menyatakan bahwa "Representation was not the off spring of democratic theory, but an Incident ofthe feoda!
system". UhatBlntan Saragih, loc. cit
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sangatpenting danberarti dalam suatunegara
bangsa/® Bentuk lembaga perwakilan ini
menurut John Stuart Mill merupakan piilhan
bentuk pemerintahan yang Ideal. Bertaiian
dengan sistem perwakilan dalam demokrasi
modern Inl John Stuart Mill leblh lanjut
mengemukakan:

"But since all cannot, in a community ex
ceeding a single small town, participate
personallyinanybutsomevery minorpor
tions of the public business it follows that
theideal type ofa perfectgovernmentmust
be representative."
Melalul lembaga perwakilan, persoalan-

persoalan yang kompiek dihadapi masyarakat
akan dapat dlselesaikan. Dengan demiklan
lembaga penwakilan" berfungsi untuk menjem-
batanl dan menyaiurkan asplrasi rakyat dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh
karena itu secara umum lembaga perwakilan
inl mempunyal fungsl perundang-undangan
(termasuk menetapkan APBN), fungsl
pengawasan dan fungsl sebagai sarana
pendidikan polltik ^ Fungsl-fungsl Ini dilakukan
oleh lembaga perwakilan dalam rangka
mewujudkan cita-clta demokrasi modern yang
dewasa Inl diikuti oleh sebagl'an besar negara-
negara di dunla.

Penggunaan fungsl-fungsl tersebutsecara
teorltis mudah dipahami, tetapl dalam praktek
sullt dilakukan. Kesulltan Inl muncul karena
lembaga perwakilan leblh menempatkan
sebagai perwakilan politik dari pada perwakilan
rakyat. Padahal menurut Jimly Ashlddiqie
secara teorl dalam masyarakat terdapat tiga
prinsip perwakilan, yaltu, political representa
tive (perwakilan melalul partai polltik), regional
representative (perwakilan daerah) dan func
tional representative (perwakilan fungsional
atau utusan golongan).^® Selain itu di
masyarakat masih terdapat juga adanya
"representastion in idead' yang mungkin belum
tertampung oleh representasi yang telah ada.^
Oleh karena Itu apa yang diputuskan oleh
lembaga perwakilan belum tentu diterlma oleh
masyarakat. Di sinllah kesenjangan akan
muncul antara wakll yang duduk dalam
lembaga perwakilan dengan rakyat yang
diwaklllnya. Masalah Inl memunoulkan
persoalan mendasar di seputar keberadaan
lembaga perwakilan. Artlnya apakah wakll itu
sebatas mewakili partai politik yang
merupakan Induk tempat bernaung dalam
karier politlknya atau wakll Itu mewakili rakyat
secara keseluruhan dan melepaskan Ikatan
dari Induk partai politlknya? Dengan kata lain,

«C.R Strong, Modem Political Constitutions. E.L.B.S. Edition First Published. (London: The English
Language BockSociety and Sldwgwlck&Jackson Limited., 19660, him. 171.

«John Stuart Mill, Utilitarianism Uberty Representative Government (London: JM Dent &Sons Ltd.,
Everyman's Library, 1988), him. 233.

*^BIntan RSaragih, op.cit, him. 88.
^JImly Ashlddiqie, Jawa Pos, 8Januari 2003. Lihat pula: Pengantar Pemikiran Undang-undang Dasar

Negara Kesatuan Ri, The Habibie Center, Jakarta, him. 36. Lihat pula JImly Ashlddiqie, Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia dl Masa Depan, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Uninersltas
Indonesia, Jakarta,2002,him. 183-184

JimlyAsshiddiqie, Konstitusi..., Ibid., him. 150.
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apakah wakil itu mengambil keputusan atas Meskipun telah ada enam teori tersebut
dasar tuntunan nuraninya sendiri sebagai wakil dan tantunya masing-masing dengan kekuatan
rakyat atau mengambil keputusan atas dasar dan kelemahannya, namun tampaknya dalam
petunjuk garls Induk partainya? - praktek tetap saj'a menlmbulkan masalah

Tertiadap pertanyaan-pertanyaan di atas, ahtara wakll dan yang dlwakllinya. Artinya, apa
^berbagai teorl telah dikemukakan dalam yang dilakukan oleh wakil-wakll rakyat dalam
mencari solusi terbalk guna membangun lembaga perwakllan tidak selamanya dapat
hubungan yang ideal antara wakll dan yang dlterlma oieh rakyat. Dengan kata Iain praktek

,dlwakllinya. Dalam mellhat hubungan antara lembaga perwakllan In! menlmbulkan suatu
wakll dan yarjg diwaklli Inl BIntan RSaraglh , pertanyaan: apakah lembaga perwakllan itu
menemukan adanya enam macam teori yaitu: bebasatau terbatas? Atas pertanyaan tersebut,
pertama, teori mandat; kedua, teorl organ; persoalannya adalah apakah suatu negara
ketiga, teorl soslolog! Reiker; keempat, teori demokrasi akan melaksanakan demokrasi elltis
hukum obyektif dari Duguit; kelima, teori atau demokrasi partlslpatorls?
msnurut Gilbert Abcarian; dan keenam, teori
menurut A, Hoogerwer."

Adapun pemahaman terhadap teoii-teori perwakllan tersebut adalah :pertama, teori mandat adalah teori
yang mellhat siwakil duduk di lembaga perwakllan karena mandat dari rakyat sehlngga disebut mandataris.
Dalam teori mandat dikenal adanya mandat imperatlf, mandat bebas dan mandat representatlf, Kedua, teori
organ adalah teorl yang memandang negara sebagai suatu organisme yang mempunyai alat-alat
periengkapannya seperti eksekutif, pariemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsl
sendiri-sendiri dan saling tergantung satusamaIain. Oleh karena Itu dalam kontek hubungan antara wakil dan
yang dlwakllinya teorl Inl menyatakan bahwa sesudah rakyat memlllh lembaga perwakllan mereka tidak petlu
iagi mencampuri lembaga pen/vakilan tersebut dan lembaga Inl bebas berfungsl sesuai dengan wewenang yang
diberikan oieh Undang-undang Dasar. Ketiga, teori soslologi Rieker menganggap bahwa lembaga perwakllan
bukan merupakan bangunanpolltis tetapl merupakan bangunan masyarakat (soslal). SI pemljlh akan memilih
wakll-wakllnya yang benar-benar ahll dalam bidang kenegaraan dan-yang akan benar-benar membela
kepentlngan sipemilih sehingga terbentuk lembaga perwakllan dari kepentlngan^epentingan yang adadalam
masyarakat. Keempat, teori hukum obyektif mellhat bahwa dasarhubungan antara rakyat danpariemen adalah
solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya hanya atasnama rakyat Sedangkan
rakyat tak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan
wewenang pemerintah. Keinginan untuk berkelompokyang disebut solidaritas merupakan dasardaripada
hukum obyektifyang timbul. Hukum obyektif Inilah yang membentuk lembaga perwakllan menjadi satu bangunan
hukum dan bukan hak-hak yang diberikan kepada mandataris yang membentuk lembaga perwakllan. Kelima,
GilbertAbcarian mengemukakan adanya 4tipe hubungan antara siwakil dengan yang dlwakllinya yaitu: 1.Si
wakil bertlndak sebagai 'Sivali {trustee)'', 2.Siwakil bertlndak sebagai "utusan [delegate]'', 3.Siwakil bertindak
sebagai "politico"; 4. SI wakll bertlndak sebagai "partisan". Keenam, A. Hoogerwer mengemukakan adanya
lima'model hubungan antara siwakll dengan yang mewakillnya yaitu: 1. Model delegate (utusan); 2.Model
thjstee (wall): 3.Model politlcos; 4. Modal kesatuan; 5.Model diverslvlkasi (penggolongan). LIhat Bintan R
Saraglh, op. c/t, him. 82-86,
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2. Konsep Demokrasi Elitis

Demokrasi elitis akan melihat bahwa

rakyat sebagaiorang yangtidak perlu dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan publik,
karenarakyat dianggap tidak mampu dan tidak
berwenang untuk menyeiesaikan persoaian-
persoaian yang kompleks dalam masaiah-
masaiah pemerintahan. Seiain itu rakyat iebih
baik apatis dan bijaksana untuk tidak
menciptakan tindakan-tindakan yang merusak
budaya, masyarakatdan kebebasan.^^ Rakyat
dianggap sudah cukup berperan dalam
kehidupan negara melalui penyeienggaraan
pemilihan umum yang diiakukan secara
periodik dalam negara. Melalui pemilihan
umum, rakyat sudah melakukan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara. Dalam
demokrasi elitis peran rakyat digantikan oieh
sekeiompok eiit poiitik dalam melaksanakan
pemerintahan. Setelah diiakukannya pemilihan
umum, maka proses bernegara dalam
pengambilan keputusan-keputusan pubiik
sepenuhnyadiwakiii oieh iembaga perwakiian.
Lembaga perwakiian in! akan menjaiankan
tugas dan fungslnya secara bebas tanpa
dibayangi oieh kontroi dan protes dari
rakyatnya. Kaiaupun iembaga perwakiian akan
barbaik hati kepadarakyat yangmenyampaikan
aspirasi poiitik sebagai bentuk adanya

partisipasi rakyat, makakatayangpaling sering
ditanggapi anggota lembaga perwakiian
dengan satu kata adaiah "ditampung" tanpa
kejelasan aspirasi itu diwujudkan atau tidak."
Di bawah sebuah pemerintahan perwakiian
Ini, warga negara sering menyerahkan
kekuasaan yang sangat besar yang dapat
digunakan sesukanya atas keputusan-
keputusan yang iuar biasa penting. iniiah sisi
gelap dari demokrasi perwakiian, waiaupun
diakui jugaada keuntungan-keuntungannya."
Jadi,demokrasi eiitis ini adaiah demokrasi yang
semu, hanya diperankan oieh sekeiompok or
ang yang mengatasnamakan rakyat melalui
justifikasi pemilihan umum.

3. Konsep Demokrasi Partisipatoris

Sementara itu, demokrasi partisipatoris
menuntut peran aktif berbagai komponen
demokrasi secara keseluruhan.^^ Demokrasi

jenisini akan memberikan peluang yang iuas
kepada rakyat untuk berpartisipasi secara
effektif dalam proses pengambilan keputusan
yang menyangkut kebijakan pubiik. Oieh
karena itu prinsip yang dipakai dalam
demokrasi partisipatoris ini adaiah persamaan
bagi seluruh warga negarayang telah dewasa
untuk ikut menenlukanagenda dan melakukan

5' Geoffrey de Q. Walker, /n/f/afiVe and Referendum: The People's Law, (Australia: theCentre for Indepen
dentStudies, 1987), him. 3.

"BimoNugroho, Partisipasi Rakyat MembuatUndang-undang, harian Kompas 1Agustus2002.
®^RobertADahi, Perihal..., op. c/f.,hlm. 157.
" Komponen demokrasi adaiah organ-organ kelembagaan, kekuatan-kekuatan masyarakat dan kekuatarv

kekuatan individual yang akan saling menunjang dan melengkapi dalam berjalannya sistem demokrasi yaitu:
pertama, adanya pemilihan umum yang bebas untuk mengisi iembaga perwakiian; kedua, adanya responsible
government kepada rakyat; ketiga, adanya kebebasan berserikat; keempat, adanya k^ebasanmengeluarkan
pendapat baik secara iisan maupun tulisan; kellma, adanya peradiian yang bebas dan tidak memlhak; dan
keenam, adanyapenddikan kewarganegaraan.
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kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang
teiah diputuskan secara bersama. Hal in!
dilakukan agarperjaianankehldupan bemegara
mendapalkan pemahaman yang jernlh pada
sasaran yang tepatdalamrangkatenAfljjudnya
pemerintahan yang balk.®® JadI, demokrasi
partisipatoris padahakekatnyaadalah demokrasi
yang secarasadar akanmemberdayakan rakyat
dalam rangka mewujudkan pemerintahan "dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan
bersama rakyat."®® Adanya pemberdayaan
rakyat yang akan berupa partlslpasi langsung
ini penting karena sistem perwakilan rakyat
melalui lembaga perwakilan tidak pernah
dapat diandalkan sebagal satu-satunya
saluran asplrasi rakyat. Karena itulah, prinsip
'representation In ideas' dibedakan dari 'rep-
resentation in presencd', karena perwakilan
fisik saja belum tentu mencerminkan
keterwakilan gagasan atau asplrasi.®^

Partlslpasi masyarakat dalam demokrasi
partisipatoris ini menurut Samuel P Hunting-
ton dapat terjadi ketika pembangunan sosial
ekonomi berhasil mencapai b'ngkat pemerataan
yang lebih basar sehingga melahirkan stabililas
politik dan pada gilirannya memunculkan
partisipasi politik yang demokratis. Partisipasi

ini dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu
partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom.
Adapun iandasan sebagal pijakan dari
partisipasi ini dapat berupa kelas, kelompok/
komunai, lingkungan, partai dan golongan
{faction). ®®

Akhirnya, pelibatan rakyat secara aktif
dalam prosespenentuan agenda, pengambilan
keputusan dan kontrol terhadap kebijakan
yang telah diambil secara bersama, maka
rakyat akan memberikan dukungan dengan
penuh antusias dan dapat merasakan bahwa
mereka mempunyai tingkat 'ownership' yang
tinggi dalam bernegara.®® Dalam konteks ini
Sherry Arntein sebagaimanadikutip oleh Bimo
Nugroho mengemukakan bahwa partisipasi
rakyat selaku warga negara dapat dikelompokkan
menjadi dua penggolongan yaitu: pertama,
partisipasi yang mengakul eksistensi rakyat untuk
membuat undang-undang; dan kedua,
partisipasi semu. Untuk yang pertama tingkatan
partisipasi dibagi lagi daiam: (1) kontrol warga
negara; (2) delegasi kewenangan; (3) kemitraan.
Sedangkan untuk yang kedua dan merupakan
kelanjutan yang pertama dibagi lagi dalam: (4)
peredaman; (5), konsultasi; (6) informasi; (7)
terapi; dan (8) manipulasi.®®

®®Robert A Dahl,/oc.of.
JimlyAsshiddiqie, KonstitusI.... op. cit, him. 146.

him. 168-169.

®'Samuel P Huntington danJoan Nelson, Partisipasi Politik dl Negara Berkembang, diterjemahkan oleh
SahatSimamora, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him. 9-27.

"/t3/d.,hlm.6.
Adapun pemahaman secara singkat terhadap delapan tingkat partisipasi tersebut adalah sbb.

(i) kontrol warga negara adalah bahwa pada tahap Ini partisipasi sudah mencapai tataran di mana pii^lik
benvenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumberdaya; (2) delegasi kewenangan
adalah bahwa di sini kewenangan masyarakat lebih besardlbandng penyelenggara negara dalam merumuskan
kebijakan; (3) kemitraan adalah bahwa adakeseimbangankekuatan relatifantara masyarakat dan pemegang
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Atasdasar pemahaman terhadap konsep
demokrasi partisipatoris tersebut, maka pada
dasarnya keberadaan lembaga perwakilan -
walaupun sangat penting dalam negara
bangsa—tetaplah merupakan salah satu
komponen dalam demokrasi. Artinya bahwa
dinamika demokrasi modern dalam nation

state' —selain iembaga perwakilan yang diisi
meialui pemilihan umum— masih terdapat
elemen demokrasi lalnnya yang mempunyai
hak dan kedudukan yang sama dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Di siniiah art!
pentingnya,. interest group, presure group,
tokoh masyarakat, pers dan partai politlk^^ ikut
ambii bagian dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan. Reran dari eiemen-elemen
masyarakat ini sangat diperlukan dalam
rangka menoiptakan demokrasi partisipatoris.

4. Konsep Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan —termasuk bidang pemben-
tukan undang-undang ini— teiah menjadi issue
penting dalam konteks global dewasa ini."
Kelahiran konsep partisipasi dalam sistem
demokrasi sehingga memunculkan 'participa
tory democracy ini, tampaknya tidak teriepas
dari adanya gerakan 'New Leff sebagai
pengaruh dari 'legitimation crisid' pada akhir
dasawarsa 1960-an." Dewasa ini, gerakan
dalam upaya memberdayakan masyarakat
untuk turut serta dalam proses pengambiian
keputusan pemerintahan teiah merambah ke
berbagai negara—termasuk Indonesia—yang
menganut sistem demokrasi. Oleh karenaitu,
wacana tentang partisipasi rnasyarakat dalam
proses pengambiian keputusan pemerintahan
teiah menjadi bagian tak terpisahkan dalam

kekuasaan untuk merencanakan danmengambi! keputusan bersama-sama; (4) peredaman adaiahbahwa
rakyat sudah mempunyai pengaruh terhadap k^ijakan tetapi biia akhimya terjadi voting pengambiian keputusan,
akan tampak, sejatinya kekuasaan di tangan lembaga negara, sedangkan kontrol dari rakyat tidakamat menentukan;
(5) konsultasi ai^lah bahwa rakyatdldengarpendapatnya iaiu dsimpuikan 'rakyat suc^h berpartislpasi membuat
undang-undang daniembaga negara sudah memenuhi kewajiban melibatkan rakyat dalam membuat UU; (6)
informasi adaiahbahwa rakyat sekedardiberi tahuakanadanyaUU, tidak peduii apakahrakyat memahami
pemberitahuan itu, apalagi memberi pilihan gunameiakukan negosiasi atas kebijakan itu: (7) terapi adaiah
bahwa kelompok masyarakat korban kebijakan dianjurkan mengadu kepihak berwenang, tetapi takjelas
pengadian itu dit'ndak ianjut' atau tidak; dan(8) manipulasi adaiah bahwa lembaga negara meiakukan 'perr^'naan'
terhadap kelcmpok-kelompok masyarakat untuk seolah-olah berpartislpasi, padahai sejafnyaadaiah koptasi
dan represipenguasa. LihatBimo Nugrcho, be. cit

Kekuatan-kekuatan pclitik ini merupakan kekuatan infra strukturpolitik yangperlu diberikan tempatsecara
proposional dalamdemokrasi partisipatoris.

Gary Craig and Marjorie Mayo (Editor), loc. cit.
®^Gerakan "NewLeft'yang memunculkan demokiaoypartisipatory ini adaiah themain counter-models on

theleft tothelegal democracy. Legal democracybertumpu padapremispluralist theory ofpoliticsyang mengacu
kepadateori overloaded government, sedangkan demokrascy partisipatory bertumpu padapremis Marxist
yang mengacu kepada teori legitimation cricris. Uhat David Held, Models ofDemocrcy, Second Edition, Polity
Press, him.241 dan 264.
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proses berdemokrasi di Indonesia, dan terasa
lebih meningkat terutama setelah bergulirnya
gerakan reformasi 1998.®^

•Untuk memahami konsep tentang
partisipasi politik secara utuh, maka pertama-
lama periu diketahui terleblh dahulu pengertian
dari "partisipasr. Dalam kaitan in! Samuel P
Huntington dan Joan Nelson memberikan
definisi tentang "partisipasi politik" adalati sbb;

"kegiatan yangdilakukan oleti parawarga
negara preman (warga negara biasa,
pen.) dengan tujuan mempengarutii
pengambilan keputusan pemerintati.
Partisipasi itu dapat seoara spontan,
secara sinambung atau sporadis, secara
damai atau dengan kekerasan, legal atau
ilegal, efektif atau tidak efektlf.. ^
Dari rumusan tentang partisipasi politik

tersebut, tampak bahwa substansi dari
partisipasi adalah kegiatan untuk mempengaruhi
keputusan pemerintah, tanpa melihat bentuk,
sifatdanbasil danpartisipasi. yangdilakukannya.
Mesklpun demikian, dalam definisi tersebut
terdapat empat hal pokok yaitu: pertama,
partisipasi adalah mencakup "kegiatan-
kegiatan", dan tidak memasukkan didalamnya

yang berupa "sikap-sikap" terhadap orientasi
politik. Kedua, partisipasi adalah kegiatan politik
warganegarapremanatau tepatnyaperorangan-
perorangan dalam peranan mereka sebagai
warga negara biasa. Artinya, bukan kegiatan dari
brang-orang yang memang berkecimpung
dalam profesi politik atau pemerintahan.
Ketiga, partisipasi adalah hanya merupakan
kegiatan-yang dimaksudkan untuk mem
pengaruhi pengambilan keputusan peme
rintah. Keempaf, partisipasi mencakup semua
kegiatan yang dimaksudkan untuk mem
pengaruhi pemerintah, tak peduli apakah
kegiatan itu benar-benar mempunyai efek itu.®®

Atas dasar.pemahaman terhadap definisi
partisipasi yang di dalamnya mengandung
empathal pokok tersebut, makapada dasarnya
gerakan memberdayakan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan pemerintahan ini adalah berpangkal
pada adanyadesirability dari masyarakatuntuk
mewujudkan seff-govemmentddam demokrascy
paiHsipatory.^ Keinginan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pemerintahan ini, •
setldaknya terdapat lima hal pokok yang
menyebabkannya yaitu: peiiama,modemisasi;

^Sebenamya pertama kali pemerintah mencanangkan wacana perlunya partisipasi rakyat dalam
pembangunan di Indonesia telah dimulai sekitartahun 1981, akan tetapi partisipasi oleh pemerintah ketika itu
dipahami sebagai kemauan rakyat untuk mendukung program-program pemerintah yang dirancang dan
cfitentukan tujuannya oleh pemerintah. Pemahaman partisipasi seperti ini mengasumsikan adanya subordnasi
subsistem oleh suprasistem danbahwa subsistem adalah suatubagian yangpasifdari sistempembangunan
nasional. Lihat Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Pariisipa^f, Cetakan ke 6, (Yogyakarta: Kanisius,
1995), him. 207.

®®SamueI P Huntington danJoanNelson, op. cit., him. 4.Bandingkan konsep tentang partisipasi ini dengan
konsep yangdikemukakanoleh Kevin RHardwick, Miriam Budiardio, Ramlan Surbakti, Michael Rushdan Philip
Althoff dan herbert McClosky. Lihat Deden Fathurrohman dan Wawan Sobri, Pengantarlimu Politik, Edisi
Pertama,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm.185-186.

®®SamuelP Huntington dan Joan Nelson, op.cit, hlm.6:-8.
®^William N. Nelson, OnJustifying Democracy, (London: Routledge&Kegan PaulLtd., 1980), him. 51.
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kedua, perubahan-perubahan struktur kelas
sosial; ketiga, pengamh kaum intelektua! dan
komunikasi massa modern; keempat, konflik
di antara kelompok-kelompok pemimpin
politik; dan kelima, keterlibatan pemerintah
yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi
dan kebudayaan.®®

Adanya berbagai penyebab dari keterlibatan
masyarakat untuk menyalurkan desirabilityddiam
penyelenggaraan pemerintahan terse.but,
berangkat dari suatu asumsi bahwa yang
mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah
dirinya sendiri yang paling tahu tentang apa
yangbalk bagi dirinya®® Atasdasar asumsi inilah
rakyat melakukan partisipasi yang diiakukan
dalam berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik
yang dapat berupa konvensional maupun non
konvensionai. Partisipasi politik yang konvensional
adalah: pemberian suara (voting), diskusi politik,
kegiatan kampanye, membentuk dan berga-
bung dalam kelompok kepentingan,
komunikasi individual dengan pejabat politik
dan administratif. Sedangkan partisipasi politik
yang non konvensional adalah pengajuan
petisi, berdemontrasi, konfrontasi, mogok,
tindak kekerasan politik terhadapharta benda,
tindakan kekerasan politik terhadap manusia
maupun perang gerilya dan revolusi."

Dengan adanya bentuk partisipasi
konvensionai maupun yang non konvensional
tersebut, masalahlebih lanjut adalah mengapa
seseorang berpartisipasi atau kurang
berpartisipasi dalam proses politik? Dalam
kaitan ini terdapat faktor-faktor yang diper-
kirakan mempengaruhi tinggi rendahnya
partisipasi seseorang yaitu kesadaran politik
dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem
politik)/' Oieh karenaadanyafaktor-faktor yang
dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya
partisipasi seseorang dalam melihat suatu
persoalan dalam lingkungannya, maka
ditemukan adanya empat tipe partisipasi
yaitu: pertama, apabiia seseorang memiliki
kesadaran politik dan kepercayaan kepada
pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik
cenderung aktif; kedua, apabiia seseorang
tingkat kesadaran politik dan kepercayaan
kepada pemerintah rendah, maka partisipasi
politik cenderung pasif-tertekan (apatis); keUga,
apabiia kesadaran politik tinggi tetapl
kepercayaan kepada pemerintah sangat
rendah, maka akan melahlrkan mllitan radlkal;
dan keempat, apabiia kesadaran politik sangat
rendah tetapi kepercayaan kepadapemerintah
sangat tinggi, maka akan melahlrkan
partisipasi yang tidak aktif (pasif)."

®®GabrieI AAlmond, Sosiallsasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik, dieditoleh MochtarMas'oeddan
Coliin Mac Andrews dalam Perbandingan Sistem Politik, Cetakan Keenambelas, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2001), him. 45-46.

" Peter LBargersebagaimanadikutip oiehRamlan Surbakti, Memahami llmu Politik, CetakanKeempat,
(Jakarta: Grasindo, 1999), him. 140.

Mochtar Mas'ceddan Colin McAndrews (Editor), op.cit him. 47.
Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akanhakdan kewajiban sebagaiwarga

negara yang dapatberupa pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat danpolitik, sertaminat dan
perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakatdanpolitik tempat cBa hidup. Sedangkan yang dmaksud
dengan sikap dankepercayaan kepada pemerintah iaiah penilaian sseorangterhadap pemerintah: apakah ia
menilai pemerintah dapatcfipercaya dandapatdpengaruhi atautidak. Lihat Ramlan Surbakti, op. at, him. 144.

"JeffryM Paigesebagamana dikutip oiehRamlan Surbakti, ibid.
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Dengan melihat pada uraian tentang
berbagai halyang bertalian dengan partisipasi
di atas, maka problematika partisipasi daiam
kehidupan berdemokrasi menjadi suatu
persoalan yang debatable. Artinya, tuntutan
adanya partisipasi dalam sutu negara
demokrasi pada satu sisi tampak merupakan
suatu keniscayaan, namun di sisi yang lain
dipertanyaakan puia apakati partisipasi itu
dapat dilakukan dalam kerangka kebebasan
dan persamaan warga negara daiam
penyelenggaraan suatu negara? Oleh karena
itu, permasalahannya adalah apakah
pe'merintahan yang demokratis itu tergantung
pada ada tldaknya partisipasi dari masyarakat
dalam membuat keputusan pemerintahan?
Jika adanya partisipasi ini menjadi suatu
ukuran daiam proses pengambilan keputusan
yang demokratis, maka ukuran apakah yang
dapat untuk menentukan bahwa suatu
partisipasi masyarakatitu merupakan keinginan
bersama daiam masyarakat? Permasalahan
ini tentu tidak mudah untuk menjawab, sebab
pada hakekatnya partisipasi ini akan sampai
pada persoalan nilai-nilai yang bertalian
dengan morality suatu masyatakat. Oleh
karena Itu ketika permasalahan partisipasi
pada gillrannya akan bermuara pada
permasalahan moral, sudah barang tentu
akan sulit untuk menentukan nilai-nilai moral

dari masyarakatyang ukurannya bisaberbeda-
beda. Dalam konteks ini, Joan Nelson
mengemukakan bahwa "theparticipation theo
risthavefailed toprovide us v/ith such a theory,
and theirarguments thereforeradically incom
plete.''^ Jadi, partisipasi sebagai suatu
intrumen demokrasi yang sangat diharapkan

"/M, him.52.

dalarri membangun self-government bag]
suatu negara demokrasi, ternyata tidak dapat
bekerja secara utuh sebagai suatu teori dan
telah gagal dalam membangun argumen-
argumennya secara fundamental. Dengan
demikian, bekerjanya institusHnsftusi demokrasi
seperti partai politik lembaga penAfakilan dan
pemerintahan yang bertanggung-jawab,
pendeknya demokrasi prosedural, tampaknya
akan lebih baik sebagai penyelenggara
pemerintahan sepanjang mereka bekerja atas
dasar penyerapan nilai-nilai moral yang baik
di masyarakat.

Konsep Elltis dan Partisipatoris dalam
Konteks Pembentukan Undang- undang

Bertolak dari uraian tentang konsep
demokrasi, demokrasi elitis, demokrasi
partisipatoris dan partisipasi di atas, maka
dalam demokrasi elitis maupun demokrasi
partisipatoris akan meiahirkan probiematik
yang menarik ketika dihubungkan dengan
pembentukan undang-undang. Keduanya
mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-
maslng. Memang pada demokrasi elitis proses
pembentukan undang-undang akan lebih
mudah dibuat dari pada proses pembentukan
undang-undang padademokrasi partisipatoris.
Masalahnya adalah undang-undang yang
dibuat itu tidak berada dalam ruang yang
hampa, tetapi berada dalam dinamika
kehidupan masyarakat luas dengan segala
kompleksitasnya. Artinya, masyarakat yang
akan dituju oleh suatu undang-undang
menghadapi berbagai keterbatasan-
keterbatasan dalam menerim'a kehadiran
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suatu undang-undang." Dengan demikian,
maka suatu undang-undang yang dibuat
secara sepihak oleh fihak legislator, sangat
mungkin kehadirannya akan ditolak karena
tidak sesuai dengan rasa keadiian dalam
masyarakat. Oleh karena Itu, disinllah art!
pentingnya peran serta masyarakat dlllbatkan
dalam proses pembentukan undang-undang.
Dengan kata lain demokrasi partlslpatoris
dlharapkan leblh menjamin bagi terwujudnya
ketertlban dan keadiian, karena masyarakat
merasa Ikut membuat dan memlliki lahlrnya
suatu undang-undang. Adanya partlslpasi
polltik dalam pembentukan undang-undang
In! juga akan menjadlkan masyarakat lebih
bermakna dan pemerlntah lebih tanggap
dalam proses demokrasi, sehingga melahlrkan
pemerintahan yang bermoral dan warga
negara yang bertanggung jawab dalam
masyarakat.^®

Meskipun demokrasi partlsipatoris
merupakan pilihan terbalk dalam proses-
pembentukan undang-undang, akan tetapl
dalam Implementaslnya dapat menlmbulkan
permasalahan yang tak dapat dielakkan.
Artinya, sampai dl mana bataspartislpasi publik
dapat diterlma dalam proses pembentukan
undang-undang? Permasalahan Inl munoul,
mengingat secara konstltuslonal kewenangan
pembentuk undang-undang dilakukan oleh
lembaga leglslalif. Dengan kata lain, apakah
ketika partlslpasi publik berjalan secara luas
berartl leblh demokratis dalam pembentukan

undang-undang? Apakah dengan partlslpasi
publik yang luas tidak beraklbat padagagalnya
pembentukan suatu undang-undang,
mengingat semakin banyaknya asplrasi yang
harus diterlma dalam pembentukan undang-
undang?

Jawaban terhadap berbagai permasalahan
tersebut tidaklah sederhana. Pada dasarnya
problematlka di atas telah menyangkut
persoalan deflnisi dan ukuran demokrasi.
Artinya, pengertian dan ukuran demokrasi Itu
dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.
Dalam kaltan Inl Sartory dan Schumpeter
sebagalmana dikutip oleh Geraint Parry dan
George Moyser mengemukakan bahwa perlu

. adanya pembagian tugas secara professional
antara rakyat dengan polltlsi. Oleh karena Itu
pemlsahan partlslpasi darl pemungutan suara
adalah tidak merupakan kunci Indlkator dari
demokrasi. Kesadaran wakil atau elit polltik
akan menjadi jauh leblh penting.^® Akan tetapl
sebagalmana telah dikemukakan dl muka,
adanya lembaga perwakllan Inl barulah
mewaklli masyarakat darl aspek poUtical rep
resentative. Selain Itu dl masyarakat masih
terdapat functional representatitive, regional
representative dan idea representative.'^ Jadi,
meskipun telah dilakukan pembagian yang
professional antara rakyatdengan polltlsi yang
pada glllrannya bermuara pada pentingnya
kesadaran lembagaperwakilan, namun rakyat
tetap harus diberlkan tempat untuk bisa
berpartlsipasi secara aktif dalam proses

"AnnSeldmann at all, Legislative Drafting for Democratic Social Change:AManual for Drafters, Rrst
Published, (London The Hague Boston: Kluwer Law International Ltd., 2001), him. 15

"Samuel P Hunlington, Partisipasi..., op. cit., him. 25.
" David Beetham (Edtor), Defining andMeasuring Democracy, Rrst PdDllshed, (London -Thousand Oaks

-New Delhi: Sage Publications, 1994), him. 46.
"JimlyAsshiddiqie, Jawa Pos... loc. cit.
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pembentukan undang-undang. Partisipasi
rakyatyang tercermin dalam berbagai kelompok-
kelornpok masyarakat in! dapat dllakukan
melalui, misalnya: Inislatif rakyat, public hear
ing, unjuk rasa, media massa, tanggapan
terhadap draf RUU, penyampaian terhadap
kajian-kajian naskah akademik, penoiakan
terhadap RUU yang telah ditetapkan sebagai
UU, referendum dsb. Masalahnya adalah
bagaimana partisipasi masyarakat daiam
proses pembentukan undang-undang ini tidak
menjadi kondisi yang anarkhis. Oieh karena
itu partisipasi masyarakat daiam pembentukan
undang-undang dalam suatu negara demokrasi
ini periu dituangkan secara proporsiona! dalam
suatu aturan hukum. Maka, uralan berikutnya
akan melihat tentang konsep negara hukum,
konstitusi dan undang-undang.

Konsep Pembentukan Undang-undang
yang Partisipatif

Pengaturan kekuasaan legislatif dalam
UUD '1945 Ini ternyata telah mengalami
pergeseran .seirlng ' dengan dinamika
perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.
Melihat pada berbagai ketehtuan pasai-pasa!
tersebut, maka tampak sekali bahwa pemegang
kekuasaan daiam membentuk undang-undang
menurut UUD 1945 teiah bergeser dari Preslden
kepada OPR. Ini berarti bahwa kewenangan
membentuk undang-undang ada pada DPR,
sedangkan kewenangan untuk memberlkan
persetujuannya ada pada Preslden.

Pergeseran penekanan kekuasaan
legisiatif tersebut tampaknya'dimaksudkan
untuk iebih memberdayakan DPR daiam

^®BagirManah,/oc. c/L
Reed Dickerson, The Fundamental ofLegal Drafting, Second Edition, Little Brown and Companv

Canada. 1986,him. 3.

proses pembentukan undang-undang. Dalam
konteksyang leblh luas pergeseran penekanan
kekuasaan legislatif darl Preslden kepada DPR
ini bermakna untuk memberdayakan rakyat
dalam proses pembentukan undang-undang.
Artlnya rakyatyang pada akhirnya akan terkena
pemberlakuan undang-undang perlu dilibatkan.
sejak awal penyusunan undang-undang.
Rakyat tidak jagi hanya sebagai obyek dari
pembentukan undang-undang, tetapi rakyat
ditempatkan sebagai subyek dan sekaligus
obyek darl pembentukan undang-undang.
Dengan peiibatan rakyat dalam proses
pembentukan undang-undang ini, pada
gliirannya diharapkan akan melahlrkan
undang-undang yang demokratis dandlterima
rakyat secara wajar tanpa paksaan bahkan
spontan. Oleh karena itu tuntutan partisipasi
rakyat yang tercermin daiam keiompok-
keiompok masyarakat seperti perwakiian-
perwakilan fungsionai, perwakiian-perwakiian
teritoriai, keiompok-keiompok penekan,
keiompok-keiompok kepentingan, tokoh-tokoh
inteiektual, tokoh-tokoh masyarakat dan
sebagainya, kiranya periu mendapatkan tempat
secara proporsional daiam proses pembentukan
undang-undang. Dengan demikian rakyatlah
yang menjadi sumber dan sekaligus pembuat
undang-undang untuk mengatur diri mereka
sendiri dan pemerintahannya. Jadi, semua
undang-undang padadasamya harus dibentuk
secara demokratik." Dengan kata lain undang-
undang harus responsifsesuai dengan dinamika
kehidupan ma^arakat Meialui undang-undang
yang responsif ini, diharapkan perumusan
yang bertaiian dengan legalright, privelege,
function, duty, status ordisposition^^ yang akan
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menjadi muatan dari undang-undang akan
mendekati rasa keadilan masyarakat yang
sebenarnya. Sebab, meskipun Hans Kelsen
denganteori hukum murninya menolak dengan
tegas pencampuran antara hukum dan
keadilan,®® tetapi John Rowis meletakkan
adanya duaprinslp keadilan sebagal dasardarl
struktur masyarakat yaltu:
1. Eachperson is to have an equalright to

the most extensive basic liberty compat
iblewith similar liberty forothers;

2. Social and economic inequalities are to
be arrangedso that theyare both:
a. Reasonably expected to be to

everyone's advantage, and
b. Attached topositions and offices open

to a//.®'

Atas dasardueprinsip dasarkeadilan yang
dlletakkan oleh John Rowls tersebut, maka
tidak dapat dielakkan bahwa hukum —termasuk
undang-undang— harus menoermlnkan
keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain
sebagalmana dikemukakan bleh Jeremy
Bentham dalam memandang hukum dengan
prinslp filosof] utilltarlanlsmenya menyatakan
'the greatest happiness of the greatestnum
ber ofpeople,maka perribentuk undang-
undang harus memperhatikan 'the public
good ought to be theobject ofthe legislator.'̂

Leblh tanjut Bentham menegaskari bahwa leg
islation adalah

"a branch of morals being the principles
upon which men's actions were to be di
rected to the greatestquant'ty ofpossible
happiness''̂ ^

Hal Inl hanya akan terwujud jlka
masyarakatyang akan terkena obyek dari suatu
undang-undang dillbatkan dalam proses
pembentukannya. Pellbatan masyarakat
dalam pembentukan undang-undang menuju
hukum yang responsif Ini hanya akan terwujud
dalam rhasyarakat yang demokratls. Pada
akhlrnya masyarakatyang demokratls ini akan
terwujud ketlka sistem politlknya adalah
tatanan polltik yang demokratls.®®o
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